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BUPATI MALANG 

PROVINSI  JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 66 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja yang akuntabel, maka perlu 

mengatur Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a serta berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara        

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,  

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan  

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah          

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,          

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang           

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan      

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara        

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018       

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12       

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan       

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana        

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76       

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri     

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016       

Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN 

ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MALANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malang. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS  

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap      

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara  

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang          

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi Pemerintah 

Daerah. 
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10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang  

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

12. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, 

pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi 

informasi jabatan. 

13. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi 

mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi 

berdasarkan volume kerja. 

14. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang 

berupa uraian jabatan dan peta jabatan.  

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Bagian Kesatu  

Analisis Jabatan  

 

Pasal 2 

 

(1) Analisis Jabatan dimaksudkan sebagai dasar untuk 

memperoleh Informasi Jabatan secara lebih tepat dan 

akurat sesuai dengan Informasi Jabatan yang tersedia. 

(2) Tujuan Analisis Jabatan adalah sebagai dasar  

pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN         

di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kepentingan 

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan 

pengawasan serta akuntabilitas. 

 

Bagian Kedua  

Analisis Beban Kerja 

 

Pasal 3 

 

(1) Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai dasar       

untuk memperoleh jumlah kebutuhan pegawai ASN yang 

tepat dan akurat berdasarkan kebutuhan struktur 

organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 
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(2) Tujuan Beban Kerja adalah sebagai dasar untuk 

memperoleh jumlah kebutuhan pegawai ASN yang tepat 

dan akurat berdasarkan kebutuhan struktur organisasi        

di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

BAB III 

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

 

Pasal 4 

 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan 

terhadap jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan 

Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diolah menjadi Informasi Jabatan, meliputi: 

a. nama jabatan; 

b. kode jabatan; 

c. unit kerja; 

d. kedudukan dalam struktur organisasi; 

e. ikhtisar jabatan; 

f. uraian tugas; 

g. bahan kerja; 

h. perangkat/alat kerja; 

i. hasil kerja; 

j. tanggung jawab; 

k. wewenang; 

l. korelasi jabatan; 

m. kondisi lingkungan kerja; 

n. risiko bahaya;  

o. syarat jabatan; 

p. prestasi yang diharapkan; dan 

q. kelas jabatan. 

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan        

dan pegawai yang dibutuhan untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan. 
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BAB IV 

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

 

Pasal 5 

 

(1) Untuk melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis  

Beban Kerja pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim 

Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang  

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh unit organisasi administrator yang      

secara fungsional membidangi analisis jabatan dan 

analisis beban kerja. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah  

ganjil minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

 

Pasal 6 

 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

b. memantau pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. mengolah dan menganalisis hasil Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; 

d. menetapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

e. membuat laporan hasil Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 
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BAB V 

KEWENANGAN  

 

Pasal 7 

 

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal       

ini dilaksanakan oleh unit organisasi administrator        

yang secara fungsional membidangi analisis jabatan         

dan analisis beban kerja. 

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada 

Perangkat Daerah atau pejabat yang menangani 

kepegawaian pada Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

 

BAB VI 

HASIL ANALISIS JABATAN  

DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

 

Pasal 8 

 

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa  

Nama Jabatan dan Uraian Jabatan serta jumlah pegawai  

yang dibutuhkan pada setiap jabatan dalam struktur 

organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,      

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,  

Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, 

Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, 

Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, 

Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, 

Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV,         

Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII,         

Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX,         

Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII,       

Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, 

Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII dan Lampiran XXXIX 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN  

 

Pasal 9 

 

Dalam hal Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, belum diatur atau 

terdapat perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 19 September 2022 

 

BUPATI MALANG, 
 

ttd. 
 
 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 19 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 
 

ttd. 

 
 

WAHYU HIDAYAT 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2022 Nomor 66 Seri D 


